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ABSTRACT

Permission for polygamy is regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage, which affirms
the principle of monogamy but provides for exceptions subject to obtaining permission from the
court. This provision forms the basis for the examination of applications for permission for
polygamy in the Palembang Religious Court. The results of the study show that in practice, judges
do not only refer to the fulfilment of normative requirements as stipulated in laws and
regulations, but also focus on sociological considerations, such as household conditions, the
impact on wives and children, and aspects of public interest. A decision granting permission for
polygamy provides legal legitimacy for the marriage to take place and creates new rights and
obligations for the parties, while a decision to reject the application reinforces the principle of
monogamy and serves as legal protection for the wife and children from potential injustice.
Keywords: judges’s considerations; decision; polygamy permit application

ABSTRAK

Izin poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menegaskan asas monogami, namun memberikan pengecualian dengan
syarat memperoleh izin dari pengadilan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemeriksaan
permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Palembang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam praktiknya hakim tidak hanya berpedoman pada pemenuhan
syarat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga
menitikberatkan pada pertimbangan sosiologis, seperti kondisi rumah tangga, dampak
terhadap istri dan anak, serta aspek kemaslahatan. Putusan yang mengabulkan izin poligami
memberikan legitimasi hukum atas perkawinan yang akan dilangsungkan dan menimbulkan
hak serta kewajiban baru bagi para pihak, sedangkan putusan penolakan mempertegas asas
monogami serta berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi istri dan anak dari potensi
ketidakadilan.
Kata Kunci: pertimbangan hakim; putusan; permohonan izin poligami

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri yang diakui dan dilindungi oleh hukum agama
maupun negara. Dalam sistem hukum nasional, tujuan perkawinan adalah
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki
dimensi personal, tetapi juga dimensi sosial dan yuridis yang berfungsi menjaga
ketertiban serta keharmonisan masyarakat.
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Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang pria
hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami. Namun demikian, asas tersebut tidak bersifat mutlak karena dalam
keadaan tertentu dibuka kemungkinan untuk berpoligami dengan izin pengadilan
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2). Dengan demikian, sistem hukum
perkawinan di Indonesia menerapkan asas monogami terbuka yang memberikan
pengecualian secara terbatas dan bersyarat.

Pengajuan izin poligami harus dilakukan melalui mekanisme hukum dengan
mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang
Perkawinan. Permohonan tersebut bersifat kontentius dan wajib melalui proses
pembuktian di persidangan. Hal ini menegaskan bahwa poligami bukanlah hak
absolut suami, melainkan tindakan hukum yang harus diuji secara objektif untuk
menjamin perlindungan terhadap istri dan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan
tertentu sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 3, yang mensyaratkan
kemampuan berlaku adil. Para ulama menafsirkan bahwa keadilan mencakup aspek
lahiriah seperti pembagian nafkah dan giliran, serta kemampuan ekonomi yang
memadai. Apabila terdapat kekhawatiran tidak mampu berlaku adil, maka poligami
tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam rumah
tangga.

Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur izin poligami juga
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.
Hakim wajib menilai adanya alasan yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan
kewajiban, menderita penyakit berat, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain
itu, hakim juga menilai adanya persetujuan istri serta kemampuan suami untuk
berlaku adil dan memberikan nafkah secara layak.

Dalam praktik peradilan agama, hakim memiliki peran sentral dalam
menentukan apakah permohonan izin poligami layak dikabulkan atau ditolak.
Putusan hakim tidak hanya didasarkan pada pemenuhan syarat normatif, tetapi juga
mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan kemaslahatan keluarga. Prinsip
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus diterapkan secara proporsional
agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagai ilustrasi, di Pengadilan Agama Kota Palembang terdapat permohonan
izin poligami yang dikabulkan karena alasan penyakit menahun istri yang terbukti
secara medis dan adanya persetujuan istri pertama. Sebaliknya, terdapat pula
permohonan yang ditolak karena tidak terpenuhinya syarat keadilan atau
ketidakmampuan suami memberikan jaminan nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa
pertimbangan hakim sangat menentukan arah dan akibat hukum dari permohonan
tersebut.

Apabila permohonan dikabulkan, maka suami memperoleh legitimasi hukum
untuk melangsungkan perkawinan kedua secara sah. Sebaliknya, apabila
permohonan ditolak, maka suami tidak diperbolehkan melakukan perkawinan lagi
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selama perkawinan pertama masih berlangsung. Penolakan tersebut merupakan
bentuk penerapan asas kehati-hatian serta perlindungan terhadap hak perempuan
dan anak agar tidak terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang ini, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan menolak atau mengabulkan
izin poligami serta akibat hukum dari keputusan majelis hakim apabila menolak atau
mengabulkan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Palembang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan tipe
penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan didukung data
lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

[zin poligami dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan asas
monogami sebagai prinsip dasar, namun tetap membuka kemungkinan poligami
melalui izin pengadilan dengan syarat dan alasan tertentu. Ketentuan tersebut
dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi umat Islam. Berdasarkan hasil
penelitian di Pengadilan Agama Kota Palembang, pertimbangan hakim dalam
memutus permohonan izin poligami dianalisis melalui dua aspek utama, yaitu
pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan dasar normatif yang wajib dipenuhi
dalam setiap permohonan izin poligami. Hakim menilai terpenuhinya syarat
alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan, yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
istri menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri
tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan tersebut bersifat fakultatif, artinya
salah satu saja dapat dijadikan dasar permohonan sepanjang dapat dibuktikan
secara sah di persidangan melalui alat bukti yang relevan, seperti keterangan
saksi maupun surat keterangan medis.

Selain itu, hakim juga menilai syarat kumulatif sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yang meliputi adanya persetujuan
istri pertama, kemampuan suami dalam menjamin nafkah lahir dan batin, serta
kesanggupan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak. Syarat kumulatif ini
bersifat imperatif sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenubhi,
permohonan pada prinsipnya harus ditolak. Dalam praktiknya, persetujuan
istri tidak hanya dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan diuji
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secara langsung di persidangan untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut
diberikan secara sadar dan tanpa paksaan.

Di samping aspek normatif, hasil wawancara menunjukkan bahwa
majelis hakim Pengadilan Agama Kota Palembang lebih menitikberatkan
pertimbangan sosiologis dalam pembentukan keyakinannya. Hakim menilai
kondisi konkret rumah tangga para pihak, potensi kemaslahatan dan mudarat,
dampak psikologis terhadap istri dan anak, serta kemampuan ekonomi
pemohon. Data perkara tahun 2021-2025 menunjukkan adanya permohonan
yang dikabulkan dan ditolak setiap tahunnya, yang menandakan bahwa hakim
tidak serta-merta mengabulkan permohonan, melainkan melakukan seleksi
ketat berdasarkan fakta persidangan.

Kemampuan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam
pertimbangan. Penghasilan pemohon yang berkisar antara Rp3.000.000 hingga
Rp20.000.000 per bulan menjadi bahan evaluasi hakim dalam menilai
kesanggupan memenuhi kebutuhan lebih dari satu keluarga. Dengan demikian,
pertimbangan hakim tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga
berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang
rentan.

2. Akibat Hukum Putusan Izin Poligami

Majelis hakim dalam perkara izin poligami memiliki konsekuensi
hukum yang signifikan. Apabila permohonan dikabulkan dan telah berkekuatan
hukum tetap, putusan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk
melangsungkan perkawinan poligami dan mencatatkannya di Kantor Urusan
Agama (KUA). Tanpa adanya izin pengadilan, pegawai pencatat nikah dilarang
mencatat perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dikabulkannya izin poligami menimbulkan konsekuensi berupa
bertambahnya tanggung jawab hukum suami terhadap istri kedua dan anak-
anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk kewajiban nafkah, tempat
tinggal, dan perlakuan adil. Dari aspek keperdataan, istri kedua yang dinikahi
secara sah memiliki kedudukan hukum yang diakui dalam hal harta bersama
dan hak waris sesuai ketentuan hukum Islam.

Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, maka pemohon tidak memiliki
dasar hukum untuk melangsungkan perkawinan poligami secara sah.
Penolakan tersebut berfungsi sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap
istri dan anak agar tidak terjadi ketidakpastian hukum maupun potensi
pelanggaran hak. Perkawinan yang tetap dilakukan tanpa izin pengadilan
berpotensi menimbulkan masalah hukum, terutama terkait status hukum istri
kedua dan anak yang dilahirkan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan
hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kota Palembang tidak
semata-mata berorientasi pada penerapan norma hukum secara tekstual,
melainkan juga mempertimbangkan dimensi sosiologis, kemaslahatan, serta
perlindungan hak perempuan dan anak. Putusan yang dijatuhkan, baik
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mengabulkan maupun menolak, pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga
keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan tujuan perkawinan
dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah memberikan analisis mendalam mengenai dasar
pertimbangan hakim dalam putusan menolak atau mengabulkan izin poligami di
Pengadilan Agama Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap
dijadikan pijakan normatif utama, dalam praktiknya hakim lebih menitikberatkan
pada pertimbangan sosiologis. Penilaian terhadap kondisi rumah tangga, dampak
terhadap istri dan anak, serta potensi kemaslahatan atau mudarat yang timbul
menjadi faktor dominan dalam menentukan dikabulkan atau ditolaknya
permohonan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi
aspek formal hukum, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan
perlindungan hak-hak para pihak.

Akibat hukum dari putusan izin poligami, baik yang mengabulkan maupun
yang menolak, memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap status hukum
perkawinan serta hak dan kewajiban para pihak. Putusan pengabulan memberikan
legitimasi hukum bagi suami untuk melangsungkan perkawinan poligami secara sah
dan menimbulkan tanggung jawab baru terkait nafkah, keadilan, serta perlindungan
terhadap istri dan anak. Sebaliknya, putusan penolakan mempertegas asas monogami
sebagai prinsip dasar hukum perkawinan nasional dan berfungsi sebagai bentuk
perlindungan preventif terhadap potensi ketidakadilan.

Meskipun secara umum pertimbangan hakim telah mencerminkan
keseimbangan antara aspek yuridis dan sosiologis, tantangan tetap ada dalam
memastikan konsistensi penerapan hukum dan kepekaan terhadap dinamika sosial
masyarakat. Oleh karena itu, hakim diharapkan senantiasa mempertimbangkan
secara proporsional antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam
setiap perkara izin poligami yang diperiksa.

Sebagai saran, diperlukan penguatan pedoman internal dan peningkatan
kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan agar pertimbangan yang diberikan
semakin komprehensif dan responsif terhadap perkembangan sosial. Ke depan,
praktik peradilan dalam perkara izin poligami diharapkan terus dievaluasi dan
disempurnakan, sehingga mampu mewujudkan putusan yang tidak hanya sah secara
hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat
secara luas.
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